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Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai
tanggungjawab sebagai wali, mengasuh dan memelihara anak adalah orang tua kandungnya
selama keduanya masih cakap melakukan perbuatan hukum. namun faktanya sering kali
ditemukan di pengadilan agama, orang tua mengajukan permohonan ke pengadilan agama
untuk ditetapkan sebagai wali. Dalam hal ini disebabkan salah satu orang tua telah meninggal,
maka untuk keperluan kepengurusan hak anak tersebut, lembaga terkait mensyaratkan adanya
penetapan dari pengadilan, maka keadaan tersebut dapat dimaknai sebagai implementasi asas
kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan administratif. Hal tersebut menimbulkan
ketidaksesuaian antara teori hukum yang berlaku dengan praktek yang terjadi.

Penelitian ini menfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu bagaimana proses
penyelesaian perkara permohonan perwalian anak oleh orang tua kandung sebelum dan
sesudah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata
Cara Penunjukan Wali dan Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim Pengadilan
Agama Banjarbaru dalam perkara nomor : 370/Pdt.P/2022/PA.Bjb setelah diundangkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. pengumpulan data melalui
menggunakan observasi dan wawancara langsung berlokasi di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Dalam penelitian ini proses perkara perwalian anak oleh orang tua kandung sebelum
adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan
Wali, Majelis Hakim mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan hanya bersifat
umum memiliki kedudukan hukum yang sama rata. Namun setelah itu memiliki perbedaan,
antara orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa
dipertukar tempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa
berkedudukan sebagai orang tua. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan
Agama Banjarbaru dalam perkara nomor : 370/Pdt.P/2022/PA.Bjb setelah diundangkannya
Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
dalam penerepannya, secara tegas memisahkan hak hukum kekuasaan orang tua dengan hak
hukum perwalian, dan secara spesifik menegaskan bahwa orang tua bukan sebagai wali dan
sebaliknya. Majelis hakim dalam penetapannya dengan mendasarkan kepada asas kemanfaatan
hukum, asas prudential dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga penetapannya
dikabulkan secara subsidair dan pemberlakuannya khusus tidak untuk selainnya.
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